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PENETAPAN
Nomor 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalamsidang majelishakim
telahmenjatuhkanPenetapandalamperkaraCerai Gugatantara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tambuha 10 Februari 1975, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Apotik Kimia Farma,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan
Manggala, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Agustus 1971, agama
Islam, pekerjaan Kanvas Daerah, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agamatersebut;

Telahmempelajarisurat-surat yang berkaitandenganperkaraini;

TelahmendengarketeranganPenggugat dan Tergugatdi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2018
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks,
tanggal 24 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. BahwaPenggugatadalahisterisahTergugat,

menikahpadahariAhadtanggal 12 Mei 1996 dantercatatpada PPN KUA
KecamatanPanakkukang, Kota Makassar dahulubernama Ujung
Pandang, sesuaidenganKutipanAktaNikahNomor: 142/62/V/1996 Tanggal

13 Mei 1996;
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2. BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugattinggalbersama di rumah

orang tuaTegugat di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota

Makassar, sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

mencapai 22 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya

pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwasejaktahun 2005

keadaanrumahtanggaPenggugatdenganTergugatsudahtidakharmonislagi

olehkarenaterjadinyaperselisihandanpertengkaran;

5. Bahwaadapunlatarbelakangdanpenyebabterjadinyaperselisihandanper

tengkarantersebut, antara lain:

- TergugatseringmelakukankekerasandengancaramemukulPenggugat;

- Tergugatseringmengkonsumsiobat-obatanterlarang (Narkoba)

- Tergugatseringberjudi;

- Tergugatseringmenjalinhubungankhususdenganperempuan
yangberbeda (selingkuh);

6. Bahwaakibatkejadian-kejadiantersebut,
PenggugatmeninggalkanrumahkediamanbersamasejakbulanAgustus
2018 sampaisekarang;

7. Bahwaperceraiansudahmerupakanalternatifsatu-satunya yang
terbaikbagiPenggugatdaripadamempertahankanrumahtangga yang

telahjauhmenyimpangdarimaksuddantujuanperkawinan;

Bahwaadalahberdasarhukumapabilapengadilanmenjatuhkantalaksatuba'i
nshughratergugatterhadapPenggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama  Makassar, agar menjatuhkan  Putusanyang
amarnyasebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT),
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadirdan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim  mengarahkan  agar
PenggugatdanTergugatmenempuh
prosesmediasisebagaimanaketentuanPeraturanMahkamahAgungNomor01
Tahun 2016 TentangProsedurmediasi di Pengadilandanatasarahantersebut,
PenggugatdanTergugatmenempuh proses mediasidengan mediator Dra.
Bannasari, M.H.;

BahwasetelahPenggugatdanTergugatmenempuh proses
mediasisebagaimanadimaksud, ternyataberdasarkanlaporan mediator
tanggal 12 November 2018,
jugasebagaimanaketeranganPenggugatdanTergugatdi persidangan,

bahwamediasiberhasil.
OlehkarenanyaPenggugatbermohonkembaliuntukmencabutgugatannyakaren
atelahkembalihiduprukun;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat
dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya ditunjuk menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksuddan tujuan dari gugatan Penggugat,
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut,
Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan yang telah diajukan
ke pengadilan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu
berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan secara sepihak dapat
dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut
gugatana quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis
berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segalaketentuanperaturanperundang-undangan  yang
berlakudanhukum Islam yang adahubungannyadenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

2377/Pdt.G/2018/PA.Mks dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dari register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tuju puluh satu ribu rupiah);

Demikianpenetapaninidijatuhkandalamrapatpermusyawaratanmajelis
yang dilangsungkanpadahariKamistanggal22 November
2018Masehi,bertepatandengantanggall4 RabiulAwal 1440 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagaiKetuaMajelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan

Drs. Saifuddin, M.H. masing-masingsebagai Hakim  Anggota,
penetapantersebutdiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujuga

olehKetuaMajelistersebutdengandidampingioleh Hakim
AnggotadandibantuolehSyahruni, S.H, M.H.

sebagaiPaniteraPenggantidengandihadiriolehPenggugatdanTergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H. Drs. H. Rahmatullah, M.H.
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Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp180.000,-
- Redaksi Rp5.000,-

- Materai Rp 6.000.-
Jumlah Rp271.000,- (duaratustujupuluhsatu ribu rupiah).
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